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KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : 900 7 0oRd / 2032

TENTANG

SUSUNAN TIM KOORDINASI PENYUSUNAN DAN VERIFIKASI RENCANA
KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN
RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, dibutuhkan konsistensi dan
keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran agar
menghasilkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
yang berkualitas serta menjamin kepatuhan terhadap
kaidah-kaidah perencanaan dan penganggaran;

b. bahwa guna kelancaran proses pembahasan dan
penelitian, perlu membentuk Tim Koordinasi Penyusunan
dan Verifikasi Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Anggaran Perubahan
Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo
Tahun Anggaran 2022;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Sekretaris Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan
mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-dacrah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor
52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021
tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6736);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6736);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);




¢ B=

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
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14.

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 5587) ) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Negara
Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun
2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 236);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun
2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun
2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor
300);

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);
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MEMUTUSKAN :

Membentuk Tim Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi
Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
dan Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran
2022, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam
lampiran Keputusan ini.

Tim Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Rencana Kerja
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Rencana
Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022
sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas

a. melaksanakan kesesuaian antara Rencana Kerja
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Rencana
Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022
untuk program, kegiatan dan sub kegiatan dengan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

b. melaksanakan kesesuaian dengan standar harga satuan
dalam Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja
Perangkat;

c. Daerah dan Rencana Kerja Anggaran Perubahan
Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo
Tahun Anggaran 2022; dan

d. melaksanakan penelitian dan verifikasi Rencana Kerja
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Rencana
Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022.

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud
diktum KESATU bertanggung jawab kepada Sekretaris

Daerah.

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran

2022,
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ditetapkan.

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada

i

¥ihi:
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;
Sekretaris  Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;
Asisten Administrasi Umum Sekretaris
Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;
Kepala Badan/Dinas/ Instansi/Bagian
yang terkait;
Tim yang bersangkutan.

Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2[ JANUAR! 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,*~
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